WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR &L TAIUN 2011
TENTANG
IJIN PRAKTIK DAN LJIN KERJA TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :a. bhahwa dalom upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaran

Mengingat

rd

10.

pelayanan kesehatan secara merata, terjangkan dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu
merubih dan meninjau beberipa Peraturan Dacrah Kota Palembang di bidang keschatan,
guna discsuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingei ;

bahwa sehubungan dengan hurufl @, maka untuk memberikan dan meningkatkan kualitas
pelayanan keschatan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengsturan dan
pengawasan terhadap tenaga kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan yang opiimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang lzin Praktik dan 1zin Kerja Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dagrah Tingkat 11 dan
Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara R1 Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan L.embaran Negara RI Nomor 3821}):
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara R1
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Prakiik Kedokteran (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimuna
telah diubah beberapa Xali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 wentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Nepara R1
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 36 Talun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R1 Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan I.embaran Negara Rl Nomor 3063);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penycrahan Sebagian Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatun Kepada Pemerintah Dagrah (Lembaran Negara
R1 Tahun 1987 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negar Rl Nomor 3347).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan
Dokter Gigi (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1. Tambahan [.embaran Negars RI
Nomor 3366):

Peraturan Pemerintzh Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenuga Kesehatan (Lembaran
Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
Peraturan Pemerintzh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4737):
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran

Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembarun Negara RI Nomor 5044);

12, Peraturan Menteri Keschatan Nomor S12IMENKES/ PER/V/2007 tentang Izin Dan

Pelaksanaan Praktik Kedokieran.

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 fentang Izin Praktik

dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02MENKES/148/1/2010 tentang lzin dan

Penyelenggaraan Praktik Perawat:

I5. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentruman dan

Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sehagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tuhun 2007 tentang
Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daeruh Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13):

16, Periturin Dacrah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan

dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Dacrah Kot Palembang
Tahun 2004 Nomor 31);

17. Peraturan Dacrah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

18. Paraturan Dacrah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kota Palembang (I.embaran Dacrah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan
WALIKOTA PALEMBANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PRAKTIK DAN LJIN KERJA TENAGA

KESEHATAN,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini vang dimaksud dengan :

s Bl oo

Dacrah adalah Kota Palembang.

Pemerintzh Kota adalah Pemerintah Kota Palembang,

Walikota adalah Walikola Palembang.

Dinas Keschatan adalsh Dinas Keschatan Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kowa Palembang.

Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokier
gigi terhadap pasicn dalam mclaksanakan upaya keschatan.

Dokier dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi
Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di
lvar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Surat ljin Praktik sclanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas
Keschatan Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan uniuk
menjalankan praktik kedokteran.

Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Keschatan Provinsi Sumatera
Selatan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tertentu yang mempunyai SIP,
apabila telah memiliki tempat lebih dari 3 (tiga) prakiik.

10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya digingkat STR adalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah
diregisirasi.
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Surana Pelayanan Keschatan adalah tempat penyclengparaan upaya pelavanan kesehatan
yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokieran gipi.

Pelayanan medis adalah pelayanan keschatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapatl berupa pelayanan promotif,
preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.

Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokier atau dokter gigi dalam
menyelenggarakan prakiik kedokteran.

Standar Profesi Kedokteran adaluh batssan kemampuan (Knowledge, skill and
professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi
untuk dapat mclakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakal secara mandiri yang
dibuat oleh organisasi profesi.

Organisasi Profesi adalah [katan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persawan Dokter
Giigi Indonesia untuk dokter gigi,

Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non strukturul dan
hersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Maijelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yung berwenang
untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam
penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. dan menetapkan sanksi.

-Bidan  ndalah scorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan vang telah

teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundag-undangan,

- Fasilitas Pelayanan Keschatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

. Surat Tanda Registrasi, sclanjuinya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan

oleh pemerintah kepada tenaga keschatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat
kompetensi.

- Sural lzin Bidan yang selanjutnya dischut SIB adulah bukii tertulis yang diberikan kepada

Bidan yang telah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan olch Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Selatan a.n. Menteri Kesehatan R1

22, Surat ljin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKR adalsh bukii tertulis yang diberikan

kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan
keschatan,

Surat Tjin Praktik Bidan, sclanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan
kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjulankan prakiik bidan
mandiri.

- Standar adalzh pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dlam menjalankan

profesi yang melipuli standar pelayanan. standar profesi dan standar operasional
prosedur.

. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan,

(rganisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (181)
Perawal adalah sescorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun
diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Surat ljin Praktik Perawat vang selanjutnva disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang

diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik kKepesawatan sceam peromngan dan
atau berkelompok.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga keschatan yang telah memiliki sentifikat
kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Obat Bebas adalah obat vang berlogo bulatan berwama hijau yang dapat diperoleh tanpa
resep dokier.

.Obat Bebas Terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwama biru yang dapat

diperoleh tanpa resep dokter.

Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Perawat Gigi adalah setiap orang vang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan
Perawat Gigi yang telah diakui oleh pemerintah dan Julus vjian sesuai dengan persyamtan
yang berlaku.

Surat ljin Perawal Gigi vang selanjutnya disingkat STPG adalah bukti tertulis pemberian
kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gipi diseluruh wilayah Indonesia
vang dikeluarkan oleh Dinas Keschutun Provinsi Sumatera Selatan.
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35, Surat ljin Kerja Perawal Gigi vang selanjuinya disingkat SIKPG adalah bukti terulis
vang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukun pelayanan asuhan kesehatan gigi
dan dmulut disarana kesehatan,

36. Standar pelayvanan asuban keschatan gigi dan mulut adalah suatu pedoman yang harus
diikuti oleh perawat gigi dalam menyelenpgarakan peluyunun kesehatan gigi dan mulut .

37, Standar profesi adalah batasan-batasan vang harus diikuti olch tenaga keschatan dalam
melaksanakan pelayanan keschatan kepada klien/ pasien secara profesional,

38. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI).

39, Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjnan kefarmasian, vang terdiri
dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian,

40. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada
pasien yang herkaitan dengan sedisan fannasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti
untuk memingkatkan mutu kehidupan pasien,

41. Apoteker adalali sarjana farmasi yang telah lulus schagai apoicker dan telah
mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

42, Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,
pengamanan. pengadaan. penyimpanan dan pendistribusi atau  penyaluran  obat,
pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokiter, pelayanan informasi obat. serta
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

43. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan
pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik.
taka obat atau prakiek bersama.

44. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukii tertulis
yang diberikan oleh Menteri Kepada apoteker yang telah diregistrasi.

45. Surat ljin Praktik Apotcker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat Izin yang
diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotck
atau instalasi tarmasi rumah sakit.

46. Organisasi Profesi adalah Ikatan Apoteker Indonesia (IAT)

47. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Tenaga yang membantu apotcker dalam menjalani
pekerjaan kefarmasian yang terdiri alas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis
farmasi dan tenaga menengah Farmasi/ Asisten Apoteker.

48, Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian sclanjutnya disingkat STRTTK
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian
yang telah diregistrasi.

49. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah surat izin yang diberikan kepada apaicker
dan tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapal melaksanakan pekerjann kefarmasian pada
fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.

50. Pemeriksaan adalah seranpkaian kegiatin menghimpun dan mengolah data. keferangan
dan/atan bukii yang dilaksanakan sccara objeknif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk wjuan lnin
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan pernundang-undangan.

51.Penyidikan Tindak Pidana dibidang kesehatan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukii itu membuat terang Tindak Pidana
dibidang kesehatan yang ferjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembinazn adalah kegialun pengaturan dan pengawasan penyelenggarsan praktk tenaga
kesehatan dimaksudkan sebagai upava meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3
Tujuan Pembinaan adalah pengaturan dan pengawasan penyelenggaman prakiik tenaga
keschatan untuk ©
a. Memberikan perlindungan kepada pasien
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga
keschatan.
¢, Memberikan kepastian hukum Kepada masyarakal dan (enaga kesehatan,



BAB ITI
PERLIINAN
Pasal 4
ljin Tenaga Keschatan meliputi
1. Ijin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
2. ljin Praktik Bidan,
3. ljin Praktik Perawar.
4. ljin Kerja Perawat Gigi.
5. ljin Pmktik Apotcker.
6. ljin Kerju Tenaga Teknis Kefarmasian,
Bagian Kesatu

Dokter dan Dokter Gigi

Pasal 5
Setiup Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan prakik pada sarana pelayanan
kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP dari Walikota melalui Kepala Dinas.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIP scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Setiap permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, apar
melampirkan STR dan terlebih dahulu dilakukan pemeriksann lokasi oleh Dinas
Keschatan,

(2) Pemeriksaan lokasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila
permohonan ijin praktik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau swasta
vang elah memiliki ijin dafd Walikora.

(3) Hasil pemeriksaan lokasi ditvangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

I’asal 8

(1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang STR
Dokter dan Dokter Gigi masih berlaku dan wmpat prakiik masih sesuai dengan yang
tercantum dalam SIP sera dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
pembaharuan SIP.

{2) Pengajuan perpanjangan SIP dilekukan paling lambal 2 (dua) bulan sebelum berakhimya
SIP.

Pasal 9
(1) SIP diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi paling banyak 3 (liga) tempat praktik, baik
pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah. swasta. praktik perorangan maupun
penanggung jawab teknis sarana pelayanan keschatan.

(2) Satu STP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

(3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara
jumlah Dokter atau Daokter Gigi vang telah ada dengan kebutuban pelayanan keschatan.

Pasal 10

(1} SIP bagi Dokter dan Dokler Gigi vang melakukan praktik kedokteran pada Rumah Sakit
Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan vang menjadi jejaring Rumah Sakit
Pendidikan terscbut dan juga mempunyai lugss untuk melakukan proses pendidikan,
berlaku juga bagi sarana pelayanan keschatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit
Pendidikan tersebut, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
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(2) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan  Dekan Fakultas Kedokteran  wajib
memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Fakultas Kedokteran tempat dimana sarana
pelayanan keschatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut. baik dalam
Dacrah maupun luar Dacrah.

(3) Pimpinan sarana pelayanan keschatan bertanggung jawab terhadap kegiatan praktik
kedokteran yang dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan maupun jejaringnya.

Pasal 11

(1) Doker dan Dokter Gigi yang diminta memberikan pelayanan medis oleh sualu sarana
pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan Korban bencana atau mugas kenegaraan,
yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP.

(2) Pemberian pelayanun keschatan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

(3) Dalam keadaan darurat, Dokter dapat memberikan pertolongan periama ditempat kejadian
dengan pertimbangan kemanusiaan,

Pasal 12

(1) Untuk kepentingan Kedinasan, Kepala Dinas dapat memberikan rekomendasi Surat Tugas
kepada Dokier Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tertentu di sarana pelayanan keschatan
dan Rumuh Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dengan memperhatikan
kelas. standar dan beban kerja rumah sakit tersebut.

(2) Untuk mendapatkan rekomendasi Suet Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melampirkan :
a. Surat pernyatann kesediann scbagai dokter konsultan.
b. Rekomendasi dari Rumah Sakit asal ; dan
¢. Permohonan Rumah Sakit vang membutuhkan.

Pasal 13

Dokter dan Dokier Gigi Warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memiliki ljin
keria dan ljin tinggal serta memenuhi persyaratan scsuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undanpan vang berlaku,

Pasal 14

(1) Dokter dan Dokter Gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawal atau lenaga
kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokieran dan
kedokteran gigi

(2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kompetensi dan
kemampuan yang dimiliki dan  dilaksanakan scsuai dengan kelentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Walikota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi melalui Kepala Dinas, apabila :

a. Atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

b. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran
Indonesia.

¢. Melakukan Tindak Pidana.

Pasal 16

(1) Pencabutan SIP yang dilakukan Walikotza melalni Kepala Dinas, harus disampaikan

kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersanghutan dalam tenggang wakiu selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Majelis
Kehonnatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
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(2) Apabila keputusan schapaimana dimaksud pada ayat (1) tidok dapat diterima. yang
bersangkutan dapat mengajukan keberntan kepada Kepala Dinas Keschatan Provinsi
Sumatera Sclatan untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat
belas) hari setelah keputusan diterima.

(3) Menteri Kesehatan setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
mencruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKL) paling
lambat 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedua
Bidan
Pasal 17

(1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan‘atau bekerja di fasilitas pelayanan
keschatan,

(2) Setiap bidan yang bekerja di [usilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKD.
(3) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB

Pasal I8

(1) SIKB atau SIPB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) berlaku
untuk satu tempat.

(2) Masa berlaku SIKD dan SIPB adalah 5 tabun scpanjang STR masih berlaku

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan STKH dan SIPB;
diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20
Hidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma [ (DL )
Kebidanan:

Pasal 21

(1) Bidan dalam menjalankan praktik mandin harus memenuhi siandar profesi sesuai dengan
ketentuan vang berlaku.

(2) Dalam melakukan prakiik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (17, berkewajiban
membantu  Program Pemerintah  dalam  peningkatan derajat  kesehatan masyarakat
khususnya kesehatan ibu, bayi dan keluarga berencana.

Pasal 22

Bidan dalam melaksanakan praktik mandin harus memiliki sarana dan prasarana sebagai
berikut

1. Tokasi ruangan khusus dan tersedianya lempat tidur,

2. Peralatan dan perlengkapan administrasi.

Obat-obatan vang digunakan dalam melakukan praktik. vaitu obat bebas dan obat bebas
terbatas.

-

Pasal 23

{1) Pembinaan dan penpawasan terhadap praktik hidan dalam Daerah dilakukan Walikota
melalui Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mengikutsertakan
organisasi profesi Bidun.
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(3) Pembinaan dan pengawasan secbagaimana dimaksud pada ayar (1), diarahkan pada
peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap
segula kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keschatan.

Pasal 24

SIKB/ SIPB dinyatakan tidak berlaku apabila :

#. Tempat kerja/ praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/ SIPB
b. Masa berlakunya habis dan tiduk diperpanjang
¢. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan ijin.

Pasal 25

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan yang bekerja dilingkungannya kepada
Walikota melalui Dinas Keschatan,

Pasal 26

(1) Bidan selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketenluan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diteiapkan oleh Walikota.

(2) Bidan selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.
Pasal 27

(1) Bidan dalam melaksanakan praktik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan
dengan pelavanan yang diberikan,

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan ke Dinas Keschatan seliap 6
(enam) bulan sekali.

Pasal 28
Bidan dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas melayani scbagai berikut ;
a. Pelayanan Kebidanan.
b. Pelavanan Reproduksi Perempuin.
c. Polayanan Keschalan Masyarakat.

Pasal 29
(1) Pelavanan Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditujukan kepada ibu dan bayi.
(2) Pelayanan kepada ibu schapaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada musa

kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.

(3) Pelayanan kebidanan kepada bayi sehagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan pada
masa bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) har.

Pasal 30

Pelayanan Kebidanan pada ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hurol a0 meliputi
kegiatan:

Penyuluban dan konseling,

Pemeriksann Fisik.

Pelayanan Antenatal pada kehamilan normal.

Partolongan persalinan normal.

Pelayanan ibu nifas normal.

pan o

Pasal 31
Pelayanan Kebidenan pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi
kegiatan:
a. Pemeriksaan bayi baru lahir.



Perawntan tali pusat.
Perawatan bayi.

Resusitasi pada bayi baru lahir.
Pemberian Imunisasi bayi.
Pemberian penyuluhan,

Mo oG T

Pasal 32

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan schagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf
a, berlugas untuk :

Memberikan Inunisasi.

Memberikan bimhingan senam hamil,

Episiotomi,

Penjahitan luka episiotomi.

Kompresi bimunual dalam rangka kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan.
Pencegahan anemi.

Inisiasi Menyusui Dini dan Promosi Air Susu Ibu Eksklusif

Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia

Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segers merujuk

Pemberian minum dengan sonde/ pipet

Pemberian obat bebas. uterotonika untuk postparium dan manajemen akiif kala 111
Pemberian surat keterangan kelahiran.

m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan.

FRe mo e gop

tl il

Pasal 33

Bidan dalam memberikan pelayanan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 hurul'b, bertugas untuk :

a. Memberikan alat konirasepsi melalui oral, suntikan dan alat konteasepsi dalam rahim dan
kondom.

b. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim difasilitas pelayanan keschatan pemerintah
dengan supervisi dokter

¢. Memberikan penyuluban/ konseling pemilihan kontrasepsi

d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di [asilitas pelayanan keschatan
pemerintah.

e.. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah
dan prahamil,

Pasal 34
Ridan dalam memberikan pelayanan keschatan masyarakat scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 28 hurul ¢, bertugas untuk :
a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi;
b. Melaksanakan pelayanan kehidanan komunitas; dan
¢ Melaksanakan deteksi dini, mergjuk dengan memberikan penyuluhan Infeksi Menular
Seksual (IMS), penyalehgunaan nasthotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
serta penyakit lainnya.

Pasal 35

(1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang memberikan pelayanan kebidanan  sclain
bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditnjukan untuk menyvelamatkan jiwa
pasien.
Pasal 36
(1) Bidan dalam melaksanakan prakiik harus sesuai dengan lugas vang diberikan berdasarkan
pendidikan, pengalaman dan standar prolesi.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berkewajiban :
a. Menghormati hak pasien
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b. Merujuk kasus vang tidak dapat disangani dengan tepat waktu

c. Menyimpan rahasia kedokteran sesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

d. Memberikan informasi tentang masalah Kesehalan pasien dan pelayanan yang

dibutuhkan

Meminta persetujuan tindakan kebidanan vang akan dilakukan

Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis

Mematuhi Standar

Melakukan Pelaporan  penyelenggaraan prakiik  kebidanan termasuk  pelaporan

kelahiran dan kematian.

= e

Bagian Ketiga
Perawat

Pasal 37
(1) Perawat dapal menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan,

{2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi fasilins
pelayanan keschatan diluar praktik mandini dan/atau praktik mandiri.

(3) Perawal yang menjalankan prakiik mandiri scbapaimana dimaksud pada avat (2).
berpendidikan minimal Diploma [11 (DIII) Keperawatan

Pasal 38
(1) Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki S1PP

(2) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjulankan prakiik pada
fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandini.

Pasal 39

(1) Perawat yanp melakukan prakiik mandiri maupun prakiek kelompok wajib memiliki SIPpP
dari Walikota.

(2) SIPP berlaku selama 3 (lima) tahun sepanjang STR masih berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan Meraturan Walikota

Pasal 40

{1)Perawat dalam menjalankan prakiik mandiri harus memiliki sarana dan prasarana schagai
berikul:
a. Memiliki tempat prakiik yang memenuhi syarat kesehatan,
b. Momiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan
ruimah.
¢. Memiliki pelengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan formulir
catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.

(2) Persyaratan dan (ata cara perlengkapan sebapaimana dimaksud pada ayat (1), sesum
dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi
perawal.

(3) Dalam menjalankan praktik mandir, perawat wajib memasang papan nama praktik
keperawatan.

Pasal 41

1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
tingkat kedua dan tingkat ketiga.
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(2) Pruktik keperawatan scbagaimans dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu,
keluarga, kelompok dan masyarakar.

(3) Praktik keperawatan scbapaimana dimaksud pada ayat (1), diluksanakan melalui kegiatan:
a. Pelaksanaan asuhan keperawatan

b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat.
¢. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.

(4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi pengkajian,
penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan,

(5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penempan
perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.

(6) Tindakan keperawntan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi pelaksanaan
prosedur keperawatan, observasi keperawatan. pendidikan dan konseling keschatan.

(7) Perawar dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dapat memberikan ohat bebas dan atau obat bebas terbatas.
Pasal 42
Parawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan vang dimiliki.

Pasal 43

(1) Perawat sclama menjatankan tugas profesinya wajib meniaati semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan vang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Perawai selama menjalankan tugas profesinva wajib meningkatkan  pengetahuan
profesinya.

Pasal 44

SIPP dinyatakan tidak berlaku karena -

Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP
Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
Dicabut atas perintah pengadilan

Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi
Yang bersangkutan meninggal dunia

T

Pasal 45

(1) Pembinazun dan pengawasan terhadap praktik Perawat dalam Daerah dilakukan Walikota
melalui Dinas Kesehatan,

{2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikulsertakan organisasi profesi
perawal untuk membimbing dan mendorong perawat melaksanakan kegiatan ilmiah guna
pengumpulan angka kredit.

Pasal 46

(1) Kepala Dinas Keschatan danfatau organisasi perawat dapat memberikan peringatan lisan
atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan
Daerah ini.

(2) Peringatan lisan atau terulis schagaimana dimaksud pada ayat (1). diberikan paling
banvak 3 (tign) kali berturut-turut dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan
Walikota melalui Kepala Dinas dapat mencabut SIPP tersebut.
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=

Pasal 47

Sebelum Keputusan pencabutan SIPP ditetapkan, Kepala Dinas terlebib duhulu mendengar
pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Keschatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

(1) Keputusan pencabutan SIPP disampaikan kepada Perawal yang bersangkutan dalam
jangka wakiu selambat-lambainya 14 (empat belas) hari techitung sejak keputusan
ditetapkan.

(2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayai (1), ditctapkan lamanya masa
pencabutan SIPP.

(3) Terhadap Kepulusan pencabutan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).
Perawal dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam
Jjangka waktu 14 (cmpat belas) hari setelah keputusan diterima, apabila dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari perawal lidak mengajukan keberatan, maka kepulusan
pencabutan SIPP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan tetap.

(4) Walikota melalui Kepala Dinas memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua
keberatan mengenai pencabutan SIPP,

Pasal 49

Bagi tenaga keschatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayal (2), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut «

a. Untuk pelanggaran ringan pencabutan ijin sclama 3 (tiga) bulan
b, Untuk pelangparan sedang pencabutan ijin selama 6 (enam) bulan
¢. Untuk pelanggaran berat pencabutan ijin selama 1 (satu) tahun

Pasal 50

Perawat dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas sebagai berikut
a. Melaksanakan  asuhan  keperawatan. meliputi  pengkajian, penetapan  diagnosa

keperawatan, perencanaan dan melaksanakan lindakan keperawatan atau evaluasi
keperawatan.

b. Melaksanakan tindakan keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling
kesehatan (penyuluhan).

¢. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud hurul @ dan b harus
sesual dengan stindar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi
perawal,

d. Pelayanan tindakan medik hanva dapat dilakukan berdasarkan permintaan terulis dari
Dokeer,

Pasal 51

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Perawat wajib unuk

s, Menghormati hak pasien.

b. Melakukan rujukan.

¢ Menyimpan rohasin sesuni dengan ketenluan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/ klien dan pelayanan yang
dibutuhkan.

¢. Mcminta persetujuan tindakan keperawatan vang akan dilakukan

f. Melakukan pencatatan asuhan keperawalan dengan sistematis;

g Mematuhi standar
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Pasal 52

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuaj dengan kewenangan yang
diberikan berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan
berkewajiban mematuhi standar profesi.

Payal 53

Perawat  dalam menjalankan  prakiik harus membantu  program pemerintah  dalam
meningkatkan derajal keschatan masyarakat,
Pasal 54

Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu
pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
mulalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya baik diselenggarakan olch
pemerintah maupun oleh organisasi profesi perawat.

Pasal 55

(1) Dalam keadaan darural Perawat berwenang memberikan pelayanan keperawatan selain
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

2) Pe]a_l)-a.nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyelamatkan jiwa
pasicn.

Bagian Keempat
Perawat Gigi

Pasal 56

(1) Perawal Gigi yung melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada
sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG dari Walikota.

{2) SIKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 3 (lima) tahun dan dapat
diperbahsrui kembali.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan [jin Kerja
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dialur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Perawat gigi dalam menjalankan harus scsuai dengan standar pelayanan asuhan keschatan
gigi dan mulut dan mematuhi standar profesi

Pasal 58

{1) Permohonan SIKPG vang disetujui atau ditolak, selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari kerja, Walikota memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.

(2) SIKPG yang ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan, herdasarkan penelitian
persyaratan permohonan SIKPG.

Bagian Kelima
Apoteker

Pasal 59
(1) Apoteker merupakan pendidikan profesi setelah sarjana farmasi.

(2) Pendidikan profesi apotcker hanya dapat dilakukan pada perguruan tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



{3) Standar pendidikan profesi apoteker terdin atas :
a. Komponen kemampuan akademik
b. Kemampuan profesi dalamy mengaplikasikan Pekerjaan Kefarmasian

Pasal 60

(1) Apoteker yang menjalankan Pekerjnan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi
profesi.

(2) Bagi apotcker vang baru |ulus pendidikan profesi, dapat memperoleh seriifikat
kompetensi profesi secara langsung seielah melakukan registrasi.

(3) Sertifikat kompetensi berlaku 3 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima)
talwun melalui uji kompetensi profesi apabila apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan
Kefarmasian.

Pasal 61

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki surat
tanda registrasi,

(2) Surat tanda registrasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi apoteker berupa STRA .

(3) STRA berlaku sclama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka wakm 3 (lima)
tahun.

(4) STRA tidak berlaku apabila:
4. [labis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh vang bersanpgkutan atau tidak
memenuhi persyaratan untuk diperpanjang.
b. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan,
¢. TPermohenan yang bersangkutan,
d. Yang bersangkutan meningpeal dunia,
¢. Dicabut oleh Menteri atau pejubal kesehatan yang berwenang.

Pasal 62

(1) Pelayanan Kefarmasian di Apolek. Puskesmas alau Instalasi Farmasi Rumah Sakit hanya
dapat dilakukan oleh apoteker.

(2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki STRA.

{3) Dalam melaksanakan tugas Pelavanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
apotcker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK.

Pasal 63

(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kelarmasism di Indonesia
wajib memiliki surat ijin sesuai lempat Tenaga Kefarmasian bekerja.

{2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dapat herupa :
a. SIPA bagi apoteker yang melakukan Pekerjuan Kelarmasian di Apotek, Puskesmas
atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
b. SIPA bagi apoteker vang melakukan Pekerjuan Kefarmasian scbagai Apotcker
pendamping.
c. SIK bagi apoicker yang melakukan Pekerjaan Kelurmasion diluar Apotek dan
Instalusi Farmasi Rumah Sakit.

(3) SIPA/ SIK Apoteker berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang STRA masih
berlaku.

(4) Ketenman lebih lanjul mengenasi persyaratan dan ia cara permohonan SIPAS 51K
Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diatur dengan Peraturun Walikola.
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Pasal 64

(1) Apoteker scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, haonya dapat
melaksanakan praktik di 1 (saw) Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah
sakit.

(2) Apoteker scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (2) hurf b, hanya dapat
melaksanakan praktik paling hanysk di 3 (tiga) apotek, atau puskesmas atau instalasi
farmasi rumah sakil.

Pasal 65

(1) Apotcker selama menjalankan tugas profesinyg wajib mentaati semua  ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Walikota.

(2) Apoteker selama menjalankan gas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan
profesinya.

Pasal 66

(1) Walikota melalui Dinas Keschatan dalam melakukan pembinsan dan pengawasan
terhadap Apoteker yang bekerja dalam dacrah berkoordinasi dengan organisasi profesi
dan secara periodik sekurang-kurungnya setiap tahun mengadakan pertemuan saiu kali,

(2) Walikota melalui Dinas Keschatan dan atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepuda Apoteker vang
melakukan pelangparan.

(3) Apoteker yang telah 3 (tiga) kali diberi peringatan dan tidak menunjukan adanya
perbaikan, maka dengan Derita Acara Pemeriksaan, organisasi profesi dapat mengajukan
usul pencabutan SIPA/ SIK Apoteker kepada Walikota melalui Dinas Keschatan,

Bagian Keenam
Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 67

(1) Setiap Tenapa Kelfarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib
memiliki Surat Tanda Registrasi.

(2) Surat tandn registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bapi Tenaga Teknis
Kefarmasian berupa STRTTK.

(3) STRTTK berlaku selama 5 (lima) dan dapal diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

(4) STRTTR tidak berlaku apabila :
a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak
memenuhi persyaratan uniuk diperpanjang.
Dicabut atas dasar ketentuan peraturan  perundang-undangan,
Permohonan vang bersangkutan,
Yang bersangkutan meninggal dunia.
Dicabut olch Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang,

sang

Pasal 68
(1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki
surat ijin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.
(2) Surat ijin scbapaimana dimaksud pada ayat (1), berupa SIK hagi Tenaga Teknis
Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Kefarnasian,
(3) SIK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang STRTTK masih berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Perawran Walikota
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Pasal 69

Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 70

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan ljin Praktik dan Tjin
Kerja Tenaga Keschatan dalam Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BABV
LARANGAN

Pasal 71
Seliap tenaga kesehatan dilarang :

4. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Profesi.
b, Menjalankan Profesinya diluar tempat yang tercantum dalam ijin.
¢. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
d. Melakukan perbuatan luin yang bertentangan dengan profesi,

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 72

(1) Pejubut Pegawai Negeri Sipil teaentu di lingkungan Pemeriniah Kota diberi wewenang
khusus schagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan
dalam Daerah. sebapaimana dimaksud dalam Undung-Undang Hukum Acara Pidana,

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawani Negeri Sipil
(PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota vang diangkat oleh Pejabat yang
berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangsn,

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a. Menerima, mencari. mengumpulkan. dan meneliti keteranpan atan laporan
berkenaan denpan tindak pidana di bidang keschatan agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas :

b. Meneliti, mencari. dan mengumpulkan ketcrangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kehenaran perbuatan yang dilakukan sechubungan denpan tindak
pidana Retribusi Dierah :

¢. Memima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atan Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang keschatan ;

d. Memenksa buku, catatan. dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang keschatan;

¢. Melakukan pengecledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti terscbut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalom rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang keschatan;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saal pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana keschatan;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal tersangka

alau saksi:

Menghentikan penyidikan; dan/atan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang keschatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e
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(4) Penyidik sebagaimans dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikanoys kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Pejubat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalum Pasal 5, Pasal 10 ayat (2), Pasal 17. Pasal 22.
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40,
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pusal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 60
ayat (1), Pasal 61 aym (1). Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67
ayat (1), Pasal 68. Pasal 69 dan Pasal 71 Peraturan Daerah ini, diancam dengan
hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 30.000.000.- (lima puluh juta rupiah),

(2) Sclain ketentuan pidana sebagaimnna dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang
telah diatur dengan ketenluan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai
dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
BAB VI
PENUTUP

Pasal 74

(1) Dinas Keschatan adalah sebagai Sawan Kerju Perangkat Daerah teknis pelaksanu
Peraturan Diacruh ini.

(2) Hal-hal vang bersifat teknis belum diawr dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan
ketenuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 75
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundanghan.
Agar selisp orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Palembang.

Ditctapkan di  Palembang
pada manggal 10 Agustus 2011
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